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I. TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan dalam meldksanakan uji konsekuensi terhadap infonnasi yang

dikecualikan dapat berjalan sesuai kelentuan.

2. CAKTJPATI

2.1.
11

Prosedw mengatur kegiatan pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.

Prosedur berlaku di di Kantor Pusat/Divisi/Anak Perusahaa ProyeVCabang Tol

Operasi di lingkungan PT Hutama Karya (Persero).

3. REFERENSI

Peraturan Menteri Badan Usaha Mitik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang

Pedoman Tara Kelola dan Kegiatan Korporasi signifrkan Badan usaho Milik Negara

(BN 2023 / NO. 262, 20s HLM).

SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan'

Anggaran Dasar PT Hutama Karya (Persero)

Keputusan Direksi PT Hutama Korya (Persero) Nomor: 4899/WTS/1 18Dil1/2021

Tentang Pengkinian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Hutama

Karya (Persero).

3.1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(LN.2008NO.6 l, TLN NO.4846)

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN. 2010 No. 99, TLN No'

5149).

3.3 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi

Publik.

3.4 Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2013 Tentang Pengklasifikasian Informasi

Publik.

3.5

3.6

3.7

3.8

4. DEFINISI

4.1 Daftar Inlormtsi Publik adalah calatan yang berisi keteranSan secara sislemalis tentanS

seluruh Informasi Publik yang berada di bawah pengudsaan PT Hutama Karya

(Persero), tidak termasuk informasi yang dikccualikan.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Informasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung

nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-

elektronik.

Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikclola, dikirim

dan/atau dilerima oleh PT Hutama Karya (Persero) yang berkaitan dengan

penyelenggora dan penyelenggoraan PT Hutama Karya (Persero), yang sesuai dengan

IJIJ Nomor t4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain

yang berkaitan dengan kepentingan publik

Informasi Yang Dikecualiken adalah Informasi Publik yang bersifat rahasia sesuai

dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian

tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat

serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya'

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID

adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi di PT Hutama Karya (Persero) dan

bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID.

Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh PT Hutama Karya (Persero)

kepada pemohon informasi Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara / badan hukum Indonesia yang

mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam UU No' 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik.

5. KETENTUAN

5.1 Informasi yang dikzcualikan, PPID wajib membula akses informxi publik bagi setiap

pemohon informasi pubtik, kecuali informasi yang dikecualikan bahwa informasi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat berupa : a. seluruh informasi

dalam suatu dokumen Informasi publik; alau Informasi tertentu dalam suatu dokumen
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informasi publik Pengecualian Informasi Publik didasarlan pada pengujian tentang

konsekuensi yang timbul apabila suatu inlormasi diberikan serta setelah dipertimbangkan

dengan seksama, bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi lecpentingan yang

tebih besar daripada membukarrya atou sebalibrya. Informasi yang dikecualikan

diantaranya:

5.1.1 Informasi yang menghambat proses penegakan hukum

5.1.2 Perlindungan haki dan persaingan usaha

5.1.3 Pertahanan dan kerahasiaan negara

5.1.4 Hak Pribadi

5.1 .5 Memorandum/surat rahasia

5.1.6 UU Rahasia dagang Pasal 2 tentang Lingkup perlindungan Rahasia Dagang

meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi

lain di bidang teknologi darVatau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak

diketahui oleh masyarakat umum. Pasal 3 Ayat I tentang Rahasia Dagang

mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia' mempunyai

nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaiamana mestinya;

Ayat 2 tentang Informasi yang dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut

hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh

masyarakat; Ayat 3 tentang informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila

sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan

atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara

ekonomi; Ayat 4 tentang informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila

pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkahJangkah

yang layak dan Patut.

5.2 Uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan pada konsekuensi

yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah

dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi

kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya.

5.3 Untuk mengelola layanan informasi publik, Pejabat PPID di Kantor Pusat ditunjuk melalui

Keputusan Direksi dan dibawahi oleh Divisi Seketaris Perusahaan, bagian Komunikasi

Korporat. Dalam membantu layanan tersebut Pejabat PPID juga dibantu oleh pejabat

struktural dari unit kerja. Bidang tersebut sekaligus membawahi sebanyak 30 divisi/anak

3 dari 6
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5.4

perusahaan/entitas lainnya yang turut menjalankan fungsi dari PPID Hutama Karya secara

umum.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui

informasi se(a mendapatkan salinan informasi publik. PPID wajib melayani pemohon

informasi publik sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik yang meliputi:

5.4.1 Standar Layanan Informasi Publik Melalui Pengumuman, PPID wajib

menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

sebagaimana dimaksud pada poin 5.1

5.4.2 Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan, PPID wajib memenuhi

permohonan informasi publik yang berada pada perusahaan selain informasi yang

dikecualikan melalui alur permohonan Informasi Publik seperti yang tertuang pada

Lampiran I prosedur ini.

5.4.3 Standar Waktu Layanan Informasi Publik, PPID wajib melakukan pemeriksaan

kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak

Permintaan Informasi Publik dicatatkan. PPID kemudian menyampaikan

pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat l0

(sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap. Serta dapat

dilakukan perpanjangan waktu layanan paling lambat 7 (tujuh) hari apabila belum:

a. menguasai atau mendokumentasikan informasi publik yang diminta; dan/atau b'

dapat memutuskal status Informasi yang dimohon.
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7. LAMPIRAN

Prosedur Keterbukaan Informasi Publik Nomor
SP/CCIP/O03 Rev. 0 tanggal 17/0512022 adalah prosedur
baru.

Tanggal TerbitPerubahan

t7t0512022

Rev

0I

8. LAMPIRAN

Ft URAIAN

8.t Form Uji Konsekuensi (BK3/SP/CC/P/001 )
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NOMOR.-,. TAHUN

No. Ioformr3i
Irlr.r

Hukunr
PeDgecusll.D

IaforEad

KoDtetrcnruPcrtimbrn8r! B.ll
Pubtlk

Jrrgk.
W*tu

P.lSccurllr!Dibukr Dltutup
I
)
3

Bahwa Pengujiaa Konsckucnsi sebagaimana discbut pada tablc di atas silah*an olch

No. NaEa Unlt Keris Trtrdr TaDsaD
I
2
3

McDyctujui,
Sckctads Pcntishaao,

Tjrhjo PurnoEo
E eative Yice Ptesident

cq Atasan PPID

Lanp. l/l dokunen no. SP/CC/P/003, tanggal l7/05/2022

BK3/SP/CC/P/OO]

Pada hari ini, ... t nggal... bulan... tahun... bertcmpat di HK Tow6, Jakans tclah dil8kutal
Pcngujian Konsckucasi tcrhadap loformasi Publik scbagaimana dimaksud psda tablc di
bawah iai:

Jrb.t r


